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KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 434 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN SUMEDANG SELATAN SEBAGAI PILOT PROJECT
MODEL PEMERINTAHAN KECAMATAN KELAS DUNIA
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan kelas
dunia (world class government) di Kabupaten
Sumedang sampai ke tingkat kecamatan sebagai
pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
perlu membuat proyek percontohan pemerintahan
kecamatan kelas dunia;

b. bahwa berdasarkan hasil kajian Model Pemerintahan
Kecamatan Berkelas Dunia (World Class Sub-District
Government) di Kabupaten Sumedang, Kecamatan
Sumedang Selatan terpilih untuk menjadi percontohan
pembentukan pemerintahan kecamatan berkelas dunia
(world class sub-district government);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Kecamatan Sumedang Selatan sebagai Pilot Project
Model Pemerintahan Kecamatan Kelas Dunia di
Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

S. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Dokumen Hasil Kajian Model Pemerintahan Kecamatan
Berkelas Dunia (World Class Sub-District Government) di
Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KECAMATAN
SUMEDANG SELATAN SEBAGAI PILOT PROJECT MODEL
PEMERINTAHAN KECAMATAN KELAS DUNIA DI
KABUPATEN SUMEDANG.

Menetapkan Kecamatan Sumedang Selatan sebagai Pilot

Project Model Pemerintahan Kecamatan Kelas Dunia di
Kabupaten Sumedang.
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 November 2021
BUPATI SUMEDANG,
ttd
DONY AHMAD MUNIR
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001




